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MOTTO: 

 “When you talk, you are only repeating what you already know. But 

if you listen, you may learn something new.” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keberadaan notaris di Indonesia sangatlah penting bagi 

kehidupan masyarakat, karena notaris merupakan pejabat umum yang 

diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik mengenai 

semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh 

suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki 

untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.1 

Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan 

oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarkat akan alat 

bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum 

keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem 

hukum Negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan 

eksistensinya ditengah masyarakat.2 

Keberadaan Notaris sangat penting dalam menciptakan 

kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi 

masyarakat. Notaris dalam melakukan pencegahan terjadinya masalah 

                                                             
1 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Surabaya, 2007, hal.13 
2Hartini Sulihandari dan Nisya Rifani, Etika & Kode Etik Profesi Hukum, FH UII Press, 

Yogyakarta, 2017, halaman 63. 



hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang 

paling sempurna di pengadilan, apa yang akan terjadi jika alat bukti 

yang paling sempurna tersebut kredibilitasnya diragukan.3 

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh 

Negara untuk melakukan tugas–tugas Negara dalam pelayanan hukum 

kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai 

pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu 

kepastian hukum.Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah 

orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa 

untuk melakukan tugas Negara atau pemerintah.Keberadaaan Notaris 

merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.4 

Akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan 

penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap perbuatan 

dan peristiwa hukum, sebab akta notaris bersifat autentik dan 

merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang 

terkait dengan akta notaris tersebut. Kebutuhan akan pembuktian 

tertulis berupa akta autentik makin meningkat sejalan dengan 

berkembangnnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai 

hubungan ekonomi dan sosisl, baik pada tingkat nasional, regional, 

maupun global. Sehingga melalui akta autentik dapat menentukan 

                                                             
3Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Gramedia Pustaka, 

Jakarta, 2008, hlm.7. 
4 Herlin Budiono,  Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku 

Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220 



secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan 

sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. 

Disamping itu, pentingnya peran notaris juga dapat dilihat dari 

kapasitasnnya memberikan legal adivice dan melakukan verifikasi 

terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat 

sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak 

merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan 

memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang 

diberikan oleh Negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan 

penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan 

terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.5 

Notaris sebagai pejabat umum yang berwewenang untuk 

membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang 

diberitahukan para pihak kepada notaris. Menurut Subekti, yang 

dimaksud dengan surat akta adalah suatu tulisan yang semata-mata 

dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu 

akta harus selalu ditandatangani.6 Sedangkan menurut Sudikno 

Martokusumo, bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang 

diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi 

                                                             
5Sjaifurrahchman Dan Habib Adjie, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta, Cetakan Ke-1, CV, Mandar Maju, Surabaya, 2011, hal.7. 
6 R. Subekti, Pokok-Pokok hukum Perdata, Cetakan ke-XXVIII, Intermasa, Jakarta, 

Hlm.178 



dasar dari suatu hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan 

sengaja untuk pembuktian.7 Sehingga pembuatan akta Notaris dapat 

digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sangketa hukum yang 

digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa 

yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan 

pembuktian.8 

Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja 

karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk 

memastiklan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban 

dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus 

bagi masyarakat secara keseluruhan. 

Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum 

yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang 

sempurna, maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan 

mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, 

seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusa, 

dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para 

pihak. Hukum positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam 

suatu undang-undang khusus, pemerintah bersama dengan Dewan 

                                                             
7 Sudikno Martokusumo,Hukum Acara perdata Indonesia Edisi Ke-6, Liberty, 

Yogyakarta, 1998, hlm. 142 
8 R. Soegondo Notodisoerjo,Hukum Notariat Di Indonesia suatu Penjelasan, Rajawali 

Per, Jakarta, 1982, hlm. 19 



Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

Tentang Jabatan Notaris.9 

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa 

bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus 

meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya 

berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku.Meneliti 

semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang 

diperlihatkan kepada notaris, serta mendengarkan keterangan atau 

pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar 

pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta. Apabila notaris kurang 

teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak 

tidak hati-hati.10 

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu 

kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh 

Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat 

yang tercamtum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah 

ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan 

kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul 

(waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, para pihak 

yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/pengadap, saksi 

                                                             
9 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika, 

Yogyakarta, UII Press, 2009, halaman 5. 
10M. Luthfan Hadi Darus,Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Cetakan 

Pertama,UII Press, Yogyakarta, 2017, halaman 38-39. 



dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksiskan, 

didengarkan oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan 

mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/pengada (pada 

akta pihak).11 

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh 

Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam melayani hukum 

kepada masyarakat di bidang keperdataan khusunya mengenai 

pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu 

kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah 

orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa  

untuk melakukan tugas Negara atau pemerintah. Keberadaan Notaris 

merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.12 

Peranan Notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat dengan dapat menciptakan suatu pembuktian 

dan kepastian hak bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan 

hukumnya sangatlah penting. Pentingnya peranan tersebut 

dikarenakan dapat memberikan suatu perlindungan hukum yang lebih 

bersifat preventif karena dapat mencegah suatu masalah hukum 

dengan menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait 

dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum yang 

                                                             
11Habib Adjie,Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris, Surabaya, Refika Aditama, 

2010, halaman.19. 
12 Ibid. 



berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan 

dalam hal terjadi sengketa.13 

Dalam Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan atas Undang-Undangan Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UUJN) ditegaskan bahwa pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagiamana dimaksud dalam Undang-Undang 

hanyalah seorang Notaris, hal ini memperjelas kedudukan seorang 

Notaris bahwa ia adalah pejabat. 

Notaris pun memiliki kewewenangan lain selain dalam 

pembuatan satu akta mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau 

yang dikehendaki oleh para pihak dalam Akta, seorang Notaris juga 

harus menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memastikan dapat 

menyimpan Akta tersebut, berkewajiban untuk memberikan grosse, 

salinan dan kutipan dari akta yang dikeluarkan olehnya, kecuali akta 

yang pembuatannya diserahkan kepada pihak lainnya. Dengan kata 

lain Notaris merupakan pejabat umum yang berwewenang membuat 

akta outentik dan menyimpan semua akta autentik kecuali akta yang 

pembuatannya dikecualikan oleh undang-undang atau pejabat umum 

atau orang lain. 

                                                             
13Sjaifurrahcman dan habib Adjie, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam 

Pembuatan Akta, Bandung, Bandar Maju, 2011.hlm.7. 



Akta autentik sendiri pada hakikatnya memiliki kekuatan 

pembuktian yang sempurna, yakni kekuatan pembuktian formal, 

material dan lahiriah. Kekuatan pembuktian material adalah segala 

sesuatu yang disampikan kepada Notaris oleh para pihak merupakan 

suatu kebenaran. Walaupun apa yang dicantumkan oleh Notaris dalam 

akta tersebut adalah apa yang disampiakan oleh para pihak, apakah 

mereka telah benar-benar mengerti apa isi aktanya dan apakah akta 

tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Notaris memastikan 

lagi para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau 

tidak isi akta Notaris yang akan ditanda tanganinya tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun. 

Akta notaris dibuat tidak hanya sekedar untuk mengingat 

kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan 

untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan 

akan memberikan kepastian hukum dalam menentukan hak dan 

kewajiban masing-masing di kemudian hari. Dengan banyaknya 

peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sehingga mendorong dan 

menuntut masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta 

menyebabkan peranan notaris sebagai pejabat umum harus selalu 

mengikuti perkembangan hukum kepada masyarakat yang 

membutuhkan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya untuk selalu 

dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini juga dikarenakan 

masyarakat semakin menyadari pentingnya perjanjian-perjanjian atau 



hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak dituangkan dalam akta 

otentik dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan dapat 

digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.14 

Dalam praktiknya banyak ditemukan, jika ada akta notaris 

dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka 

sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan 

atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau 

memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.15 Dalam hal ini 

notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama 

dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan 

tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau 

merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. 

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang 

berkepentingan guna memastikan atau meminjam hak dan kewajiban 

para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. 

Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan 

apa yang diberitahukan para pihak kepada pejabat umum (Notaris). 

Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang 

sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para 

pihak dan membacakan kepada para pihak tentang ini dari akta 

                                                             
14Diah Irmawati, “Tinjauan Yuridis Akta Notaris yang Isinya Diingkari Oleh Para 

Pihak”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 3 Nomor 2, 2019, hlm. 178. 
15Habib Adjie,Hukum Notaris Di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,  Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm.24. 



tersebut. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris 

dituangkan dalam akta Notaris.16 

Menjalankan tugas dan jabatan Notaris selain harus tunduk dan 

patuh kepada Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik tentunya 

harus memperhatikan asas, salah satunya adalah asas  kehati-hatian. 

Dalam hal mengenal para penghadap yang hadir kekantor. Notaris 

haruslah benar-benar dapat mengenal para penghadap, supaya tidak 

terjadi kesalahan dalam mengenal dan menjalankan tugasnya dalam 

hal membuat akta. Pembacaan akta penting artinya agar para pihak 

yang menandatangani dan menyaksikan lahirnya akta tersebut benar-

benar sepenuhnya sadar akan hal-hal yang diperjanjikan dan 

dinyatakan dan juga akibat-akibat hukumnya.17 

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan 

bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib 

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana 

masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan 

pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan 

bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya wajib 

                                                             
16Ibid., Hl. 45. 
17Freddy Haris & Leny Helena, Notaris Indonesia,Jakarta, Lintas Cetak Publishing,2017, 

Halaman.77. 



melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan 

menggunakan Prinsip kehati-hatian.18 

Apabila dilihat dari UUJN yang berlaku sekarang belum 

mengatur adanya kewajiban Notaris untuk melakukan prinsip kehati-

hatian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sehingga 

sering terjadi dalam proses pembuatan akta autentik, notaris kurang 

berhati-hati dan teliti dalam memeriksa setiap dokumen subyek dan 

obyek yang akan dimasukan dalam akta autentik sehingga dalam 

melakukan tugasnya notaris sering terlibat tindak pidana keterangan 

palsu dan surat palsu yang dilakukan kliennya. 

Terdapatnya permasalahan yang terjadi dalam proses 

pembuatan akta autentik disebabkan karena dalam Undang Undang 

Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsipprinsip atau 

langkah-langkah notaris untuk bekerja lebih berhati-hati dalam proses 

pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan 

tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam 

akta autentik yang dibuat oleh notaris. Kekaburan norma dalam UUJN-P 

tersebut dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disebutkan 

mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, 

Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak 

                                                             
18 Hermasnyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prena Media Group. 

Jakarta,2013, Hal. 7. 



berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam 

perbuatan hukum.19 

Dilihat dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang masih belum 

jelas mengatur penjelasan kewajiban notaris bertindak saksma dalam 

pembuatan akta autentik dan untuk menjaga serta melindungi jabatan 

notaris agar nantinya notaris dapat bertindak lebih berhati-hati dalam 

membuat akta autentik, sehingga dapat dikatakan bahwa perlu 

diperjelas kembali tentang kewajiban notaris untuk menerapkan asas 

kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik agar nantinya akta 

yang dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum. 

Notaris yang terlibat dalam permasalahan hukum yang dilakukan 

oleh kliennya mengakibatkan kerugian baik materil maupun inmateril 

karena sudah banyak waktu yang terbuang dalam permasalahan 

hukum yang melibatkan akta yang dibuatnya karena salah satu pihak 

melakukan tindak pidana surat palsu dan mecantumkan keterangan 

palsu kedalam akta yang dibuatnya.  

Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya 

Negara untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam bidang hukum perdata, 

Negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang 

dalam hal pembuktian akta autentik, untuk kepentingan pembuatan alat 
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bukti. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum 

yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang 

sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan 

mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, 

seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia 

dan sebagainya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para 

pihak.20 

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris tersebut dalam 

menjalankan profesinya membawa ranah hukum pidana yaitu 

memberikan keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan 

diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi 

pidana. Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para 

pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan 

kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas 

seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan 

oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data 

tersebut. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki 

kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materil 

dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). 

Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian 
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hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk 

pertanggung jawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik 

yang data dan informasinya tidak berdasarkan pada kebenaran hal ini 

disebabkan adanya faktor diri notaris sendiri karena kurangnya kehati-

hatian, kelalaian atau faktor kesengajaan dan faktor lain yaitu informasi 

yang dipalsukan oleh para pihak yang menghadap. 

Urgensi merupakan suatu hal atau keadaan yang mendesak. 

Notaris seringkali dalam praktiknnya terlibat dengan perkara hukum 

baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.21 Keterlibatan notaris 

dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang 

dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan 

para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan 

atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya iktikad baik dari pihak 

atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan 

salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Inilah 

yang merupakan salah satu alasan mengapa asas kehati-hatian urgen 

dan perlu untuk dipakai dikarenakan maraknya permasalahan hukum 

yang dihadapi oleh Notaris atas kurangnya kehati-hatian Notaris. 

Berhubungan dengan akta yang dibuatnya, Notaris harus 

dimintakan pertanggung jawaban pidananya karena menimbulkan 
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kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak.22 Undang-undang 

jabatan notaris tidak mengatur secara khusus mengenai perlindungan 

hukum bagi notaris dalam proses pemeriksaan terkait pemalsuan akta, 

seharusnya ketika notaris diperiksa dalam perkara pidana berdasarkan 

pada pasar 66 UUJN harus mendapat persetujuan dari majelis 

kehormatan tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan, notaris 

langsung saja dipanggil oleh penyidik dan diperiksa. Kemudian pada 

saaat dalam proses pemeriksaan Majelis Kehormatan tidak 

memberikan perlindungan hukum, hal ini karena dalam UUNJN tidak 

mengatur secara jelas terkait perlindungan hukum bagi notaris dalam 

kasus pidana tidak hanya itu dalam UUJN juga tidak mengatur 

mengenai tanggung jawab pidana seseorang notaris dari akta yang 

telah dibuatnya berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan oleh 

para pihak. 

Dengan dialihkannya peran MPD kepada MKN maka peran MPD 

sekarang mempunyai kewenangan sesuai dengan pasal 70 

UUJN.Dengan adanya pasal 66A tentang majelis kehormatan notaris, 

yang diadakan dalam rangka pembinaaan notaris. Maka patut 

dipertanyakan pasal 1 butir 6 tentang Majelis Pengawas Notaris 

berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 

notaris,. Sehingga dengan demikian terdapat 2 (dua) Majelis yang 
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berfungsi  melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris 

yaitu Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. 

Padahal menurut pasal 67 (BAB IX) fungsi Majelis Pengawas 

Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris (tanpa 

disebut-sebut adanya fungsi pembinaan). Menurut Amrul Partomuan 

Pohan apakah tidak seyogyanya fungsi Majelis Pengawas Notaris fokus 

pada Majelis Kehormatan Notaris dan masih terdapat ruang untuk 

mempertegas dan merinci masalah ini dalam Peraturan Menteri yang 

telah diperintahkan untuk dibuat sesuai dengan Pasal 66 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004.23 

Untuk membuktikan apakah seorang Notaris terlibat atau tidak 

dalam suatu tindak pidana maka harus dilakukan proses penyidikan 

oleh pihak yang berwenang. Menurut pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 pemangggilan Notaris untuk proses penyidikan 

yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan pesetujuan 

terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Prosedur untuk 

memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah 

Penyidik harus memberikan surat permohonan kepada Majelis 

Kehormatan Notaris untuk melakukan proses penyidikan kepada 

Notaris yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Majelis 

Kehormatan Notaris diberikan jangka waktu selama tiga puluh hari 
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untuk memberikan jawaban kepada penyidik apakah menerima atau 

menolak permohonan penyidikan.Dalam jangka waktu yang telah 

diberikan tersebut tidak terdapat jawaban dari Majelis kehormatan 

Notaris maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.Dengan 

syarat bahwa jangka waktu telah terlewati, jika sebelum jangka waktu 

tersebut maka masih harus menunggu jawaban dari Majelis 

Kehormatan Notaris. 

Permohonan penyidikan juga bisa ditolak oleh Majelis 

Kehormatan Notaris dengan memberikan alasan yang jelas mengenai 

penolakannya kepada penyidik. Tidak dijelaskan didalam UUJN 

batasan mengenai penerimaan dan penolakan yang bisa dilakukan 

oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga dapat dimungkinkan jika 

ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris maka Majelis 

Kehormatan Notaris sendiri yang melakukan pembinaan oleh Notaris 

yang nakal dengan tujuan menjaga nama baik organisasi Notaris. 

Notaris yang juga termasuk kedalam subjek hukum mempunyai 

keistimewaan untuk menolak proses penyidikan yang dilakukan jika 

belum memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. 

Sesuai dengan ketentuan tersebut apabila ada kasus Notaris 

yang mendapat panggilan dari penyidik maka harus mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris, tanpa 

adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris maka timbul 



pertanyaan apakah Notaris tersebut boleh atau tidak untuk dilakukan 

penyidikan. 

Dilihat dari dalam jabatan maupun diluar jabatan, yang dimaksud 

dalam jabatan apakah ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan 

oleh Notaris tersebut maka Notaris tersebut tidak dapat langsung 

ditangkap oleh penyidik tanpa persetujuan dari Majelis Kehormatan 

Notaris dan diluar jabatan contohnya apabila ada Notaris menabrak 

orang dijalan maka tidak perlu adanya persetujuan dari Majelis 

Kehormatan Notaris sehingga Notaris tersebut dapat langsung 

ditangkap ditempat. 

Di era modern pada saat ini perkembangan kejahatan didalam 

dunia hukum semakin berkembang karena adanya suatu tujuan dan 

niat yang tidak baik di inginkan oleh pihak-pihak tertentu.Kejahatan 

yang sering terjadi dalam profesi hukum adalah salah satunya profesi 

notaris. Notaris akhir-akhir ini sering dipermasalahkan karena akta 

autentik yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur tindak 

pidana, hal ini disebabkan karena kurang kehati-hatian notaris 

terhadap para pihak yang menghadap membuat akta autentik yang 

sering mengambil kesempatan demi keuntungannya sendiri dengan 



cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan 

keterangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh notaris.24 

Pada saat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut dikemudian hari 

bermasalah atau menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam 

akta, maka dalam hal ini notaris tidak bisa langsung dipersalahkan atau 

diminta pertanggung jawabannya, karena akta notaris tersebut adalah 

merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau 

pendapat notaris, melainkan isi akta merupakan perbuatan para pihak 

dan bukan perbuatan atau tindakan notaris. Notaris hanya 

memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan 

dalam bentuk akta otentik atau akta notaris.25 

Namun demikian, terlepas dari kejujuran, ketelitian dan 

ketidakberpihakan dari segi notaris, dokumen palsu dan keterangan 

palsu dari para penghadap masih tetap menjadi permasalahan dan 

ancaman bagi Notaris tersebut. Meskipun Notaris tidak 

bertanggungjawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu yang 

dibuat oleh para penghadap, akan tetapi hal ini tetap dapat merugikan 

Notaris. Bahkan bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah 

pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa Notaris akan 
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dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi. Tidak sedikit waktu 

dan kerugian secara materi yang akan dihabiskan.26 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm tentang adanya dugaan melakukan 

Pemalsuan Surat Terhadap Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris 

(terdakwa) bernama Imran Zubir Daoed, S.H Bin M. Daoed dimana 

Notaris tersebut membuat minuta akta yang terdapat keterangan palsu. 

Duduk perkaranya sebagai berikut bahwa pada hari Jum’at 

tanggal 02 November 2012 saksi Ilmastin, S.Pd.I BIN Rusli dan saksi 

Muslim Gunawan, S.Sos BIN Suwandi datang menghadap ke kantor 

Notaris Imran Zubir Daoed, SH untuk melakukan perubahan anggaran 

dasar Lembaha Serikat Pengembang Swadaya Masyarakat (SEPAKAT) 

dengan memberikan dokumen sebagai dasar perubahan tersebut 

kepada terdakwa untuk diverifikasi dan mengeluarkan minuta akta 

dimana minuta akta tersebut terdapat keterangan palsu yang 

mencantumkan adanya penghadap yang menghadap dihadapan 

terdakwa bernama Tuan Edi Fadhil padahal saat itu Tuan Edi Fadhil 

sedang berada diluar kota dan tidak datang menghadap ke Notaris 

tersebut.  
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Setelah dikeluarkannya minuta akta tersebut saksi Ilmastin, S.Pd 

BIN Rusli dan saksi Muslim Gunawan, S.Sos BIN Suwandi datang ke 

kantor Bank Panin untuk mengajukan perubahan spesimen (pergantian 

tanda tangan), sehingga akibat dari perubahan spesimen tersebut saksi 

Edi Fadhil BIN Ilyas tidak dapat lagi melakukan penarikan uang 

ataupun melakukan penarikan uang ataupun melakukan tanda tangan 

terhadap rekening giro milik Lembaga Serikat Pengembang Swadaya 

Masyarakat. Atas perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah dan 

melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan 

menuangkan dalam suatu tulisan dalam bentuk tesis berjudul “Urgensi 

Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu 

Dalam Pembuatan Akta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana aturan hukum terkait dengan penerapan asas 

kehati-hatian dalam pembuatan akta? 

2. Apa akibat hukum apabila tidak diterapkannya asas 

kehati-hatian tersebut? 



3. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian bagi Notaris di 

kemudian hari? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai 

bagaimana aturan hukum terkait dengan penerapan asas 

kehati-hatian dalam pembuatan akta.  

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai apa akibat 

hukum apabila tidak diterapkannya asas kehati-hatian 

oleh Notaris dalam pembuatan akta. 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai 

bagaimana penerapan asas kehati-hatian bagi Notaris di 

kemudian hari. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukan dan sumbangan pada pemikiran dalam bidang 

ilmu hukum, khususnya dalam praktek kenotariatan yang 

berhubungan dengan Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi 

Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu Dalam 

Pembuatan Akta. 



2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dan informasi kepada Notaris agar 

dapat menerapkan asas kehati-hatian dalam membuat 

akta, selain itu kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk 

lebih memperhatikan asas kehati-hatian bagi Notaris agar 

tidak ada lagi permasalahan hukum yang dihadapi Notaris 

terkait akta yang dibuatnya, dan terakhir kepada 

penghadap yang menghadap Notaris perlu untuk 

mengetahui bahwa ada asas kehati-hatian yang digunakan 

oleh Notaris dalam pembuatan akta.  

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut : 

1) Grand Theory 

Pada tataran grand theory di dalam penelitian ini 

menggunakan teori yaitu: 

 Teori Kepastian Hukum 

Kepastian hukum merupakan perlindungan 

yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, 

yang berarti bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu. Harapan yang diinginkan oleh 

masyarakat dengan adanya kepastian hukum 

merupakan tujuan utama agar dapat lebih tertib 



dalam kehidupan bermasyarakat.Sehingga hukum 

itu memiliki tugas untuk menciptakan kepastian 

hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian 

hukum yang bertujuan untuk menghasilkan 

ketertiban masyarakat. Teori kepastian hukum 

mengandung dua pengertian: 

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang 

membuat individu mengetahui dan 

memahami perbuatan-perbuatan apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan. 

2. Adanya keamanan hukum berupa jaminan 

kepastian hukum bagi individu dari 

kesewenangan pemerintah karena adanya 

aturan hukum yang bersifat umum sehingga 

individu dapat mengetahui apa yang boleh 

dilakukan oleh Negara terhadap individu. 

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut 

yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan 

kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum 

dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus 

dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat 

didalamnya tidak mengandung penafsiran yang 

berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku 



patuh atau tidak patuh terhadap hukum dan ketika 

dihadapkan dengan substansi norma hukum yang 

mengaturnya kadangkala tidak jelas atau kurang 

sempurna sebagai timbul penafsiran yang berbeda-

beda. Hal demikian tentu akan mengakibatkan 

ketidakpastian hukum sedangkan kepastian karena 

hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu 

sendirilah adanya kepastian. 

Kaitan dengan perlindungan hukum, Philipus M. 

Hadjon berpendapat bahwa “Perlindungan hukum 

merupakan perlindungan harkat, martabat dan 

pengakuan terhadap hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum 

dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang 

berlaku di negara tersebut guna mencegah 

terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan 

hukum itu pada umumnya berbentuk suatu 

peraturan tertulis sehingga sifatnya lebih mengikat 

dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus 

dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.27 

Perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi seseorang dengan cara mengalokasikan 
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suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

hal tersebut dan sekaligus merupakan tujuan 

memberikan perlindungan terhadap masyarakat. 

Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam 

bentuk adanya kepastian hukum.Perlindungan 

hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi perbuatan sewenang-wenang oleh 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, 

untuk mewujudkan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.28 

2) Middle Range Theory 

Sebagai middle range theory penelitian ini menggunakan 

teori yaitu: 

 Teori Kewenangan 

Kewenangan memiliki arti hal berwenang, hak 

dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 

sesuatu.Kewenangan yang didalamnya terkandung 

hak dan kewajiban.Kemampuan untuk melakukan 

tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan 

yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat 

hukum dan mencakup mengenai timbul dan 
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lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan 

tindakan tertentu sedangkan kewajiban memuat 

keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

tindakan tertentu.29 

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dilihat 

bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris 

merupakan kewenangan yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan. Dalam 

kewenangan hukum, keabsahan suatu peraturan 

didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan 

hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan 

dengan prosedur yang tepat. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa segala 

kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan 

sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini 

secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat 

(1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 

Perubahan atas UUJN tentang kewenangan notaris. 

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris 
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berwenang untuk membuat akta otentik secara 

umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan 

tersebut adalah: 

a) Sepanjang tidak dikecualikan kepada 

pejabat lain yang ditetapkan Undang-

Undang; 

b) Sepanjang menyangkut akta yang harus 

dibuat atau berwenang membuat akta 

otentik yang diharuskan oleh aturan 

hukum atau dikehendaki oleh yang 

bersangkutan; 

c) Sepanjang mengenai subjek hukum untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat. 

3) Applied Theory 

Sebagai applied theory penelitian ini menggunakan teori: 

 Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris 

Teori yang digunakan sebagai applied theory 

ialah Teori Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang 

dikemukakan oleh Habib Adjie. Sebagaimana 

diketahui bahwa tugas dari jabatan notaris adalah 

memformulasikan keinginan atau tindakan para 

pihak ke dalam akta otentik dengan memperhatikan 

antara hukum yang berlaku.Akta otentik yang 



dibuat Notaris tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti 

dalam Hukum Acara Perdata. Kesempurnaan akta 

notaris sebagai alat bukti harus dilihat apa adanya 

tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain selain yang 

tertulis dalam akta tersebut. 

 

F. Kerangka Konseptual 

Untuk membantu penulis dalam penelitian ini, terhadap kata-kata 

kunci yang dijadikan konsep untuk membuat hasil penelitian ini. 

1. Urgensi 

Urgensi adalah jenis kata benda yang berarti suatu 

keharusan yang mendesak; hal yang sangat 

penting.30Urgensi berasal dari kata dasar dari “urgen” 

mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi 

bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama 

atau unsur yang penting.31 

2. Asas Kehati-hatian 

Asas kehati-hatian merupakan asas terpenting yang 

wajib diterapkan dalam kegiatan usahanya berdasarkan 

kepercayaan, lazimnya diterapkan pada dunia usaha 

                                                             
30 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-3, 1990, hlm. 810 
31Abdurrahman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 89. 



perbankan yang disebut sebagai prudential banking, 

tujuannya untuk menghindari terjadinya ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap dunia perbankan, maka asas kehati-

hatian ini sebagai cara memberikan perlindungan hukum 

bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan 

terjadinya kerugian.32 

 

 

3. Notaris  

Notaris adalah pejabat publik yang memperoleh 

wewenang secara atribusi yaitu pemberian wewenang 

yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu 

peraturan perundang-undangan atau aturan hukum untuk 

membuat akta otentik dan wewenang lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris.33 

4. Keterangan Palsu 

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak 

benar atau bertentangan dengan keterangan yang 

sesungguhnya.'Keterangan atas sumpah' berarti 

                                                             
32 Chatamarrasjid Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 

144. 
33 Habib Adjie, Op.Cit, hlm. 78 



keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita 

acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. 

Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada 

penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi 

dengan kalimat "berani mengangkat sumpah dikemudian 

hari”.34 

5. Akta  

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat 

yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan 

maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang 

mencatat apa yang dimintakan untuk dimuatnya didalam 

oleh yang berkepentingan. Akta autentik memuat 

keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang 

dilakukannya dan dilihat dihadapannya.35 

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian 

hukum normatif, karena secara yuridis penelitian ini 

                                                             
34 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 258. 
35 Sudikno Mertokusomo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1977, 

hal. 119.   



didasarkan terhadap pendekatan asas-asas hukum yang 

berhubungan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, selain 

itu normatif melalui pendekatan lewat aturan-aturan hukum 

dalam bentuk peraturan pelaksanaan dalam Undang-Undang 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

melalui sifat hukum yang nyata. Dengan menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh asas-asas hukum, penemuan hukum terhadap suatu 

permasalahan tertentu dengan bertumpu pada data 

sekunder.Penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

normatif yaitu mencakup tentang asas-asas hukum, 

sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, dan 

perbandingan hukum.36 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan beberapa 

metode pendekatan yang berlaku yaitu: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

perundang-undangan Jabatan Notaris berkaitan dengan 

Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk 

Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan 

                                                             
36Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, CV. Rajawali, 

1998, hlm. 14-18. 



Akta.Pendekatan ini diperlukan untuk penulisan yang 

bersifat normatif dalam penelitian ini menjadikan 

perundang-undangan dalam fokus utama. 

 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan Konseptual pada penelitian ini digunakan 

untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan dijelaskan. Pendekatan ini bertujuan untuk 

menemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti mengenai Urgensi Asas Kehati-

hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan Palsu 

Dalam Pembuatan Akta. 

 

c. Pendekatan Filosofi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofi dimana 

pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih dalam mengenai aturan hukum yang berkaitan 

dengan Urgensi Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk 

Menghindari Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta. 

 

d. Pendekatan Kasus 



Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta terhadapa 

kasus yang telah mendapat putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Urgensi Asas 

Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan 

Palsu Dalam Pembuatan Akta. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini 

meliputi bahan-bahan hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang 

mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok 

masalah pembahasan tesis ini yang terdiri dari: 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata); 

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 tentang Jabatan Notaris. 

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang berasal 

dari literatur-literatur yang berkaitan dengan Urgensi 

Asas Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari 



Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta serta sebagai 

penunjang didapat dari bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil 

karya dari kalangan hukum, hasil penelitian dan seminar. 

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang 

menjelaskan mengenai bahan hukum primer serta bahan 

hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan 

bahan perkuliahan. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Pengumpulan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini 

yaitu mengelompokkan peraturan perundang-undangan, 

meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku, dan sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan.37 

5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian 

Setelah mempelajari semua bahan hukum, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum dengan 

menggunakan metode kualitatif mengenai Urgensi Asas 

Kehati-hatian Bagi Notaris Untuk Menghindari Keterangan 

Palsu Dalam Pembuatan Akta. 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

                                                             
37Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, 
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Teknik analisis penelitian dilakukan dengan penafsiran 

hukum terhadap bahan-bahan hukum yang telah 

dikumpulkan dan diolah yaitu:38 

 Penafsiran Gramatikal 

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-

undang menurut arti perkataan (istilah).Antara bahasa 

dengan hukum terdapat hubungan yang erat 

sekali.Bahasa merupakan alat satu-satunya yang 

dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan 

kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-

undang tidak dapat merangkai kata-kata yang 

tepat.39Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata 

yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari dan juga 

dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta 

penjelasan langsung dari ahli bahasa. 

 

 

 Penafsiran Sistematis 

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara 

memperhatikan apakah ada hubungan antara pasal 

                                                             
38 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 100 
39 Yudha Bhakti Ardiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT.Alumni, Bandung, 

2012, hlm.9 



yang satu dengan pasal lainnya dalam peraturan 

Perundang-Undangan. 

 Penafsiran Autentik 

Penafisran autentik adalah penafsiran yang didapat 

dari pembentukan Undang-Undang. 

 Penafsiran Teologis 

Penafsiran teologis ini dapat dilihat dari sejarah dan 

dapat dilihat pula dari sifat hubungan yang 

memerlukan pengaturan, Undang-Undang ingin 

menjadi peraturan yang bermanfaat untuk kehidupan 

bersama.Jadi dalam menafsirkannya harus 

memperhatikan pertanyaan bagaimana Undang-

Undang yang bersangkutan berusaha mencapai tujuan 

dan untuk itu memperhatikan kehidupan 

masyarakat.Penafsiran ini juga disebut dengan 

penafsiran sosiologis.40 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu 

penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan 

konkret dihadapi.Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah 

                                                             
40 Sudikno Mertukusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Bandung, 

Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 65. 



konkretisasi karena hal-hal yang dirumusi secara umum 

diterapkan pada keadaaan khusus.41Aturan-aturan umum ini 

dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih 

konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara 

lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian 

ini. 

                                                             
41Johny Ibrahim, Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Mandar Maju, Malang, 

2007, hlm 197. 
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